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1. 	 Pengaturan eksekusi Hak Tanggungan tnenurut Undang-undang Ilak 
Tanggungan (UUI1.T) yaitu Undang-undang NOlnor 4 tuhun 1996 hila 
dibandingkun dcngan pcngaturan cksckusi mcnurut kctcnluan Ilipotik 
dinilai lebih baik dan lcbih menjamin kepastian hukum tcrhadap 
kedlldukan yang diutatnakan dari kreditur pcmegang Hak Tanggungan. 
Hal ini dapat dilihat antara lain pada pengaturan mengenai : 
Kewenangan pelnegang Hak Tanggllngan pertama untuk menjllal 
obyek Hak Tanggungan didasarkan atas hak bukan didasarkan atas 
pemberian kuasa sehingga hal ini memberlkan konsekuensi juridis 
yang berbeda (lebih baik). 
Pengganti grose akta Hipotik yaitu sertifikat Hak Tanggungan yang 
merupakan tanda bukti adanya hak Tanggungan sebagaitnana 
ditegaskan dalanl pasal 14 UUHT menghilangkan kerancuan 
sebagaitnana yang diatur dalatn ketentuan Hipotik 
Adanya pcngaturan tncngcnai cara penjuaJan obyek Hak Tanggungan 
pada saat eksckusinya secara dibawah tangan yang scbelumnya pada 
ketentuan Hipotik hal tcrsebut belum diatur. 
2. 	Masalah yang sering terjadi pada masa pembebanan Hipotik yang 
merupakan hatnbatan dalaln pclaksanaan eksekusi Hipotik ternyata bclum 
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sCllluanya diantisipasi okh Undang-lIndang Huk Tanggungan. Iial ini 
dapat dilihat pada masalah peletakan sita diatas obyek Hipotik (Hak 
Tanggungan) oleh pcngadilan tidak disinggung sarna sckali dalam pasal­
pasal dari Undang-undang llak Tanggllngan padahal pcngaturan rnasalah 
sita ini penting untuk rnenjamin kepastian hukUlll sckaligus perlindungan 
hukut11 bagi ky.~dlldukan yang diutamakan krcditur pcmcgang ! lak 
Tanggungan. 
B. 	 Saran 
1. 	 Untuk membcrikan jaminan kcpastian hukul11 sckaligus juga pcrlindungan 
hukum, materi dari peraturan pe1aksana-peraturan pelaksana Undang­
undang Hak Tanggungan nantinya harus berdasarkan atau berpedoman 
pada Undang-undang Hak Tanggungan, dalmll arti peraturan pelaksana­
peraturan pelaksana tersebut materinya tidak bertentangan dengan 
Undang-undang pokoknya yaitu Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 
(Undang-undang llak Tanggungan). 
Ternlasuk juga pcnegasan Illcngenai masalah sita olch pengadilan atas 
obyck Hak Tanggungan kc dalam suatll pcraturan dipcrlukan agar tidak 
menilnbulkan masalah sebagaimana yang tcrjadi pada masa pcmbcbanan 
Hipotik. 
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